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A B S T R A K
Pada saat ini, belum terdapat acuan baku untuk menentukan waktu pelaksanaan
berdasarkan nilai pekerjaan pekerjaan fisik. Waktu pelaksanaan pada dokumen
kontrak dan dokumen penawaran pada umumnya merupakan waktu yang tersisa
dari akhir proses lelang sampai dengan akhir tutup anggaran di daerah
pemerintahan masing-masing. Untuk itu diperlukannya acuan dalam menentukan
waktu pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan.
Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) nomor 45/ PRT/ M/
2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara, Bangunan Gedung
Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan
menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang
berasal dari dana APBN, dan/atau perolehan lainnya yang sah, antara lain seperti:
gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, rumah negara, dan
lain-lain.
Produktivitas tenaga kerja adalah besar volume pekerjaan yang dihasilkan oleh
seorang pekerja atau oleh satu tim pekerja selama tenggang waktu tertentu.
Dengan kata lain, produktivitas tenaga kerja adalah jumlah waktu atau tenggang
waktu yang diperlukan oleh seorang pekerja atau satu tim pekerja untuk
menghasilkan suatu volume pekerjaan tertentu. Produktivitas tenaga kerja
menurut pendapat Thomas dan Mathews dapat diterjemahkan dengan persamaan
berikut ini (Thomas, 1990).
Pada kenyataannya, waktu pelaksanaan realisasi fisik tetap lebih lambat jika
dibandingkan dengan rumus.  Oleh karena itu, dari permodelan rumus dapat
ditambahkan waktu pelaksanaan dari pertimbangan sebab-sebab diatas..
Kata kunci: waktu, HSBGN, AHSP, upah
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negara, waktu pelaksanaan adalah
salah satu unsur yang paling sering di
lupakan. Pada umumnya pihak
penyelenggara lebih mementingkan
hasil dari pembangunan infrastruktur.
Padahal waktu pelaksanaan adalah
salah satu unsur yang penting dalam




pelaksanaan yang tersisa dalam tahun
anggaran berjalan. Pengganggaran
hanya berdasarkan kebutuhan, fungsi
dan skala prioritas dari pembangunan




memang sangat fital untuk di tentukan,
hal ini dikarenakan waktu pelaksanaan
sangat berpengaruh terhadap kualitas
dari pembangunan konstruksi fisik.
Waktu pelaksanaan yang terlalu
pendek dapat mengakibatkan
pekerjaan tidak selesai. Hal ini sangat
berbahaya bagi pembangunan
dikarenakan infrastruktur tersebut
tidak dapat di operasikan untuk
menunjang kesejahtraan masyarakat,
tentu saja menghambat pembangunan
pada daerah tersebut. Waktu
pelaksanaan yang terlalu panjang juga
membuat proses konstruksi untuk
mendapatkan suatu infrastruktur tidak
dapat segera di dapatkan. Oleh karena
itu sangat lah penting penetapan waktu
pelaksanaan yang ideal demi
mendukung pembangunan.
Pada saat ini memang belum
adanya acuan yang menyangkut waktu
pelaksanaan terhadap nilai dari
pekerjaan. Waktu pelaksanaan pada
dokumen kontrak dan dokumen
penawaran pada umumnya merupakan
waktu yang tersisa dari akhir proses
lelang sampai dengan akhir tutup




pekerjaan fisik di lapangan.
1.2. Identifikasi Permasalahan
Permasalahan yang melatar
belakangi penulisan Tesis ini adalah
belum adanya acuan dalam
menentukan waktu pelaksanaan dalam
pembangunan kontruksi fisik oleh
penyelenggara bangunan gedung
negara. Pada saat ini penentuan waktu
pelaksanaan pada pekerjaan
pembangunan bangunan gedung negara
pada umumnya berdasarkan kebiasaan
dan perbandingan pada pekerjaan-
pekerjaan sebelumnya.
Dikarenakan pembangunan
infrastruktur bangunan gedung negara
sebagaian besar termasuk dalam
bangunan dengan klasifikasi sederhana,
maka secara khusus bangunan yang
akan di teliti adalah bangunan dengan
klasifikasi sederhana.
1.3. Tujuan penulisan
Tujuan penulisan Tesis ini
adalah menganalisa unsur-unsur yang
berkaitan pada pekerjaan konstruksi
untuk mendapatkan waktu pelaksanaan
pekerjaan fisik konstruksi, khususnya
pada bangunan dengan klasifikasi
sederhana. Diharapkan pada akhir dari
penulisan Tesis ini terdapat acuan
dalam menentukan waktu pelaksanaan




pembahasan dalam Tesis ini adalah
untuk:
1. Penentuan waktu pelaksanaan
konstruksi fisik adalah
pembangunan bangunan gedung
negara dengan klasifikasi bangunan
sederhana,
2. Perhitungan waktu pelaksanaan
berdasarkan Analisa Harga Satuan
Pekerjaan, dan unsur-unsur lain
yang berpengaruh pada waktu
pelaksanaan berdasarkan nilai upah,
3. Kondisi pembangunan di anggap
pada kondisi ideal (terlepas dari
faktor social enginering, cuaca, dan
post major).
4. Komponen bahan dan peralatan
diwakili oleh komponen upah.
1.5. Manfaat Penulisan
Manfaat dari penulisan tesis ini
adalah diharapkan sebagai dasar dalam
penentuan waktu pelaksanaan
konstruksi fisik bangunan gedung.
Dengan adanya acuan penetapan waktu
pelaksanaan, pembangunan menjadi
sesuai dengan waktu pelaksanaan
sebenarnya. Hal ini dapat berakibat
terciptanya pembangunan yang baik.
1.6. Sasaran Penelitian
Sasaran dari penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Mendapatkan acuan penetapan
waktu pelaksanaan untuk pekerjaan
Pembangunan Bangunan Gedung
yang dilaksanakan oleh Pemerintah,
2. Memberikan masukan kepada
penyelenggara pembangunan
bangunan gedung negara agar
pembangunan di Kota Pontianak.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Umum
Kegiatan proyek dapat di
artikan sebagai satu kegiatan sementara
yang berlangsung dalam jangka waktu
terbatas, dengan alokasi sumber daya
tertentu dimaksudkan untuk
menghasilkan produk atau deliverable
yang kriteria mutunya telah di gariskan
dengan jelas (Soeharto, 1997). Dari
kutipan di atas dapat di simpulkan
bahwa dalam kegiatan proyek
konstruksi sangat terkait dengan waktu
dan sumber daya, sedangkan produk,
dalam hal ini adalah infrastruktur
bangunan
Dalam pembangunan bangunan
gedung negara dapat di disebutkan
bahwa volume merupakan nilai dari
proyek kontruksi tersebut, sedangkan
produktifitas adalah kemampuan dari
pelaksana kontruksi. Secara detil di
uraikan, nilai adalah anggaran total
keseluruhan dari rencana anggaran
biaya pada pembangunan kontruksi,
sebagaimana rencana anggaran biaya
menurut soeharto, 1997 adalah kriteria
mutu yg dimaksudkan dalam proyek
konstruksi. Sedangkan produktifitas
adalah klasifikasi perusahaan pelaksana
konstruksi dalam Sertifikat Badan
Usaha (SBU) serta kemampuan dalam
memanajemen proyek itu sendiri yang
di tuangkan dalam penjadwalan
proyek.
2.2 Peraturan Menteri Pekerjaan





Pekerjaan Umum (Permen PU) nomor
45/ PRT/ M/ 2007 tentang Pedoman
Teknis Pembangunan Gedung Negara,
Yang dimaksud dengan bangunan
gedung adalah wujud fisik hasil
pekerjaan konstruksi yang menyatu
dengan tempat dan kedudukannya,
sebagian atau seluruhnya berada di atas
dan/atau di dalam tanah dan/atau air,
yang berfungsi sebagai tempat manusia
melakukan kegiatan, baik untuk hunian
atau tempat tinggal,  kegiatan
keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan
sosial, budaya, maupun kegiatan
khusus.Sedangkan Bangunan Gedung
Negara adalah bangunan gedung untuk
keperluan dinas yang menjadi/akan
menjadi kekayaan milik negara dan
diadakan dengan sumber pembiayaan
yang berasal dari dana APBN, dan/atau
perolehan lainnya yang sah, antara lain
seperti: gedung kantor, gedung sekolah,







adalah bangunan gedung negara
dengan karakter sederhana serta
memiliki kompleksitas dan teknologi
sederhana. Masa penjaminan kegagalan
bangunannya adalah selama 10
(sepuluh) tahun. Yang termasuk
klasifikasi  Bangunan Sederhana,
antara lain:
 gedung kantor yang sudah ada
disain prototipenya, atau bangunan
gedung kantor dengan jumlah lantai
s.d. 2 lantai dengan luas sampai
dengan 500 m² ;
 bangunan rumah dinas tipe C, D,
dan E yang tidak bertingkat;
 gedung pelayanan kesehatan:
puskesmas;
 gedung pendidikan tingkat dasar
dan/atau lanjutan dengan jumlah
lantai s.d. 2 lantai.
2. Bangunan Tidak Sederhana
Klasifikasi bangunan tidak
sederhana adalah bangunan gedung
negara dengan karakter tidak sederhana
serta memiliki kompleksitas dan/atau
teknologi tidak sederhana. Masa
penjaminan kegagalan bangunannya
adalah selama paling singkat 10
(sepuluh) tahun. Yang termasuk
klasifikasi Bangunan Tidak Sederhana,
antara lain:
 gedung kantor yang belum ada
disain prototipenya, atau gedung
kantor dengan luas di atas dari 500
m² , atau gedung kantor bertingkat
lebih dari 2 lantai;
 bangunan rumah dinas tipe A dan B;
atau rumah dinas C, D, dan E yang
bertingkat lebih dari 2 lantai, rumah
negara yang berbentuk rumah susun;
 gedung Rumah Sakit Klas A, B, C,
dan D;
 gedung pendidikan tinggi
universitas/akademi;
 atau gedung pendidikan




adalah bangunan gedung negara yang
memiliki penggunaan dan persyaratan
khusus, yang dalam perencanaan dan
pelaksanaannya memerlukan
penyelesaian/ teknologi khusus. Masa
penjaminan kegagalan bangunannya
paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
Yang termasuk klasifikasi Bangunan
Khusus, antara lain:
 Istana negara dan rumah jabatan
presiden dan wakil presiden;
 wisma negara;
 gedung instalasi nuklir;
 gedung instalasi pertahanan,
bangunan POLRI dengan
penggunaan dan persyaratan khusus;
 gedung laboratorium;
 gedung terminal udara/ laut/ darat;
 stasiun kereta api;
 stadion olah raga;
 rumah tahanan;
 gudang benda berbahaya;
 gedung bersifat monumental;
 gedung perwakilan negara R.I. di
luar negeri.
2.3 Peraturan Menteri Pekerjaan




Analisa harga satuan pekerjaan
merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam kontrak kerja
pelaksanaan fisik. Pedoman AHSP
Bidang Pekerjaan Umum dimaksudkan
sebagaimacuan dalam menghitung
biaya pembangunan bagi pemerintah/
regulator sebagai kelengkapan dalam
proses pengadaan barang dan jasa
pemerintah. Terkait dengan pekerjaan
konstruksi dan bangunan serta bagi
kalangan penyedia jasa konstruksi
(konsultan dan kontraktor). Pedoman
AHSP Bidang Pekerjaan Umum ini
bertujuan untuk mewujudkan
transparansi, efisiensi, efektifitas, dan
akuntabilitas dalam proses pengadaan
barang dan jasa pemerintah untuk
kegiatan pembangunan bidang
pekerjaan umum.
Fungsi dari AHSP ini adalah
sebagai dasar untuk menyusun
perhitungan Harga Perhitungan Sendiri
(HPS/ OE), dan Harga Perkiraan
Perencanaan (HPP/ EE/ RAB) yang
dituangkan sebagai kumpulan harga
satuan pekerjaan seluruh mata
pembayaran. AHSP ini merupakan
bagian dari Kontrak Harga Satuan yang
nilai nya berdasarkan harga satuan
pekerjaan, yang masing-masing sesuai
dengan Bill of Quantity yang terdapat
pada dokumen penawaran.
AHSP ini menetapkan suatu
perhitungan harga satuan upah, tenaga
kerja, dan bahan, serta pekerjaan yang
secara teknis di rinci secara detail
berdasarkan suatu metode kerja dan
asumsi-asumsi yang sesuai dengan
yang diuraikan dalam spesifikasi
teknik, gambar desain, dan komponen
harga satuan.
Pada Bidang Cipta Karya,
analisis Harga Satuan Dasar (HSD)
terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu
komponen HSD bahan, HSD tenaga
kerja, HSD alat.
HSD bahan merupakan HSD
bahan jadi atau bahan olahan, bukan
HSD bahan baku. HSD bahan
merupakan harga franco di tempat
pekerjaan. Harga ini biasanya sudah
ditetapkan oleh otoritas pemerintah
daerah, atau hasil survey sendiri.
Perhitungan HSD Tenaga Kerja
dimulai dengan pengukuran
produktifitas kerja para pekerja gugus
kerja tertentu yang terdiri dari tukang,
pembantu tukang/ laden, kepala tukang,
dan mandor. Produktifitas pekerja
dinyatakan sebagai orang jam (OJ) atau
orang hari (OH) yang diperlukan untuk
menghasilkan suatu pekerjaan tertentu.
Perhitungan HSD Alat untuk
pembangunan bangunan gedung tidak
dilakukang, dengan pertimbangan:
 Pekerjaan diasumsikan dikerjakan
secara manual, tidak menggunakan
alat-alat mekanis.  Alat-alat manual
sederhana sudah terakomodasi
kedalam koefisien tenaga kerja,
karena pada dasarnya peralatan
manual sederhana tersebut
merupakan peralatan yang tidak
terpisahkan dengan tenaga kerja.
Contoh peralatan manual yang
merupakan bagian tak terpisahkan
dengan tenaga kerja, misalnya
cangkul, sekop, sendok tembok,
waterpas, roskam, linggis, dll.








lainnya ke lantai yang lebih
tinggi




perpipaan diameter tertentu dan
atau dari bahan tertentu.
2.4 Kualifikasi Sertifikat Badan
Usaha (SBU)
Sertifikat Badan Usaha (SBU)
menurut Peraturan Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)
Nasional Nomor 10 Tahun 2013
tentang Registrasi Usaha Jasa
Pelaksana Konstruksi adalah sertifikat
tanda bukti  pengakuan  formal  atas
tingkat  /  kedalaman  kompetensi  dan
kemampuan  usaha  dengan  ketetapan
klasifikasi  dan  kualifikasi  Badan
Usaha.
Adapun kualifikasi Badan
Usaha Konstruksi terbagi atas 3
tingkatan, yaitu:
1. Usaha Kecil, terdiri atas 3 sub
kualifikasi, yaitu:
a. Kecil 1 (K1);
b. Kecil 2 (K2);
c. Kecil 3 (K3);
2. Usaha Menengah, terditi atas 2 sub
kualifikasi, yaitu:
a. Menengah 1 (M1);
b. Menengah 2 (M2);
3. Usaha Besar, terdiri atas 2 sub
kualifikasi, yaitu:
a. Besar 1 (B1);
b. Besar 2 (B2).
Pembagian  subkualifikasi




kemampuan usaha yang meliputi:
a.  Kekayaan bersih;
b.  Pengalaman; dan
c.  Tenaga kerja.
2.5 Jadwal Pelaksanaan Diagram
Batang (Bar Chart)
Jadwal merupakan salah satu
parameter yang menjadi tolok ukur
keberhasilan suatu proyek konstruksi,
disamping anggaran dan mutu.
Penjadwalan perlu diperhatikan dalam
manajemen proyek untuk menentukan
durasi maupun urutan kegiatan proyek,
sehingga terbentuklah penjadwalan
yang logis dan realistis. Pada
umumnya, penjadwalan proyek
menggunakan estimasi durasi yang
pasti. Namun, banyak faktor
ketidakpastian (uncertainty) sehingga
durasi masing-masing kegiatan tidak
dapat ditentukan dengan pasti. Faktor
penyebab ketidakpastian durasi
tersebut diantaranya adalah
produktivitas pekerja, cuaca dan lain-
lain.
Bentuk jadwal pelaksanaan
(time schedule) yang paling sederhana
dan sering digunakan pada proyek
yaitu time schedule dalam bentuk Bar
Chart atau Gantt Chart atau biasa juga
disebut sebagai Diagram Batang. Bar
Chart adalah suatu rencana kerja yang
didasarkan pada susunan kegiatan,
satuan/ volume kegiatan, durasi, titik
mulai dan titik akhir yang digambarkan
dalam bentuk diagram balok.
Keunggulan jadwal pelaksanaan
Bar Chart antara lain adalah penyajian
yang sederhana, mudah dipahami,
analisis sumber daya mudah, dapat
digunakan untuk proyek besar, dapat
menunjukkan kemajuan proyek dengan
menggambarkan kemajuan sebenarnya
(realisasi). Oleh karena itu metode Bar
Chart sangat tepat di gunakan untuk
mencari waktu pelaksanaan pekerjaan
konstruksi fisik.
3. METODOLOGI
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian
Penelitian di laksanakan di Kota
Pontianak. Sedangkan objek yang
adalah kegiatan konstruksi yang
dilaksanakan di Kota Pontianak.
Adapun sampel kegiatan konstruksi
yang di teliti terdiri dari 5 kegiatan
konstruksi, 1 sampel adalah model
bangunan yang digunakan sebagai
acuan dalam menentukan nilai
bangunan, dan 4 sampel kegiatan
adalah kegiatan pembangunan yang
pernah di laksanakan di Kota
Pontianak. Dipilihnya bangunan-
bangunan tersebut di karenakan
memenuhi kriteria dalam penulisan
tesis. Kriteria tersebut adalah sebagai
berikut:
 Jenis bangunan adalah sama, yaitu
pembangunan baru;
 Nilai pekerjaan tidak terpaut jauh;




adalah besar volume pekerjaan yang
dihasilkan oleh seorang pekerja atau
oleh satu tim pekerja selama tenggang
waktu tertentu. Dengan kata lain,
produktivitas tenaga kerja adalah
jumlah waktu atau tenggang waktu
yang diperlukan oleh seorang pekerja
atau satu tim pekerja untuk
menghasilkan suatu volume pekerjaan
tertentu. Produktivitas tenaga kerja
menurut pendapat Thomas dan
Mathews dapat diterjemahkan dengan
persamaan berikut ini (Thomas, 1990).
Produktivitas =
Dari pernyataan diatas dapat di
simpulkan terdapat hubungan antara
waktu pelaksanaan, produktifitas, dan
volume. Ketiga variabel penelitian di
atas terdapat unsur-unsur dari waktu
pelaksanaan pada kegiatan konstruksi.




















3.3 Teknik Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan
dilakukan dengan cara berikut:
1. Data Primer
Data Primer adalah data yang
diperlukan untuk menganalis waktu
pekerjaan terhadap item pekerjaan.
Data primer yang dimaksud adalah
dokumen perencanaan bangunan.
Dokumen perencanaan tersebut tediri
dari Rencana Anggaran Biaya (RAB),
Gambar Pelaksanaan, dan Rencana
kerja dan Syarat (RKS).
2. Data Sekunder
Data sekunder yang akan di
dapatkan adalah data pendukung yang
digunakan sebagai pembanding antara
rencana perhitungan waktu pekerjaan
dengan realisasi di lapangan. Data
sekunder yang akan di dapatkan berupa
Jadwal Pelaksanaan (Time Schedule),
Analisa Teknis, Laporan Pelaksanaan.
Data sekunder akan di dapatkan pada
objek penelitian sebagai berikut:
a. Model Bangunan Harga Satuan
Bangunan Gedung Negara
(HSBGN) klasifikasi Sederhana;
b. Bangunan Satuan Penerbit
Administrasi Sim (SATPAS) Kota
Pontianak;
c. Gedung Serba Guna Kelurahan
Dalam Bugis;
d. Pembangunan Gedung Pertemuan
Koramil;




pekerjaan berdasarkan Analisa waktu
pekerjaan dalam penelitian ini
dilaksanakan dalam lima tahapan.
Tahapan yang pertama dalam
menganalisa unsur-unsur yang
mempengaruhi waktu pelaksanaan
dalam pekerjaan konstruksi fisik.
Unsur tersebut untuk selanjutnya di
analisa menggunakan parameter-
parameter yang telah di jelaksan pada
tinjauan pustaka, yang pada akhirnya
bertujuan untuk mendapatkan acuan
waktu pelaksanaan.
Produktivitas tenaga kerja
adalah besar volume pekerjaan yang
dihasilkan oleh seorang pekerja atau
oleh satu tim pekerja selama tenggang
waktu tertentu. Dengan kata lain,
produktivitas tenaga kerja adalah
jumlah waktu atau tenggang waktu
yang diperlukan oleh seorang pekerja
atau satu tim pekerja untuk
menghasilkan suatu volume pekerjaan
tertentu. Produktivitas tenaga kerja
menurut pendapat Thomas dan
Mathews dapat diterjemahkan dengan
persamaan berikut ini (Thomas, 1990).
Produktivitas =
Dari persamaan di atas dapat di
rumuskan hubungan antara waktu,




konstruksi fisik, dapat diuraikan
volume adalah nilai dari pekerjaan
konstruksi. Nilai tersebut di uraikan
dalam rencana anggaran biaya.
Sedangkan produktifitas adalah
kemampuan perusahaan yang
mengerjakan serta efisiensi dalam
melaksanakan pekerjaan tersebut.
Adapun tahapan-tahapan dalam
mendapatkan acuan waktu pelaksanaan
pekerjaan adalah sebagai berikut:
 Menguraikan koefisien tenaga
kerja pada Rencana Anggaran
Biaya (RAB) pada bangunan-
bangunan yang dijadikan sample;
 Mendapatkan total waktu
pelaksanaan tiap item pekerjaan
berdasarkan Koefisien Tenaga
Kerja dikali Volume Pekerjaan;
 Mendapatkan waktu pengerjaan
oleh pelaksana berdasarkan total
waktu pelaksanaan dibagi jumlah
pekerja berdasarkan kualifikasi
Sertifikat Badan Usaha (SBU);
 Menuangkan dalam Diagram
Batang (Bar Chart);
 Menyusun Analisa Teknis, sebagai
kontrol;
 Studi Kasus dengan bangunan
yang telah dilaksanakan.
Pada perhitungan waktu
pelaksanaan pada penelitian ini,
terdapat batasan-batasan yang
ditentukan. Hal ini bertujuan agar hasil
yang didapat tetap fokus terhadap satu
sumber, yaitu Analisa Harga Satuan
Pekerjaan (AHSP).
4.2 Volume
Volume yang dimaksud dalam
konstruksi fisik adalah banyaknya
pekerjaan yang akan di kerjakan.
Secara umum, volume merupakan nilai
total pada suatu pekerjaan fisik yang
terdiri dari berbagai item pekerjaan
yang di uraikan di dalam Rencana
Anggaran Biaya (RAB). Secara detil,
RAB menjelaskan secara rinci
mengenai unsur-unsur yang
berpengaruh di dalam pembangunan
bangunan gedung sampai bangunan
tersebut selesai. Rencana Anggaran
Biaya itu sendiri terdiri dari 3 unsur
utama, yaitu unsur upah, bahan, dan
peralatan.  Dari ke tiga unsur dari
Rencana Anggaran Biaya, unsur yang
mengandung kaitan antara nilai dan
waktu adalah unsur upah. Oleh karena
itu, pada penelitian ini, unsur upah
adalah yang di uraikan untuk di analisis
selanjutnya agar mendapatkan waktu
pelaksanaan pekerjaan.
Rencana Anggaran Biaya yang
di uraikan terdiri dari 3 bangunan
sample, ketiga bagunan tersebut adalah
sebagai Berikut:
 Model Bangunan Harga Standar
Bangunan Gedung Negara
(HSBGN) klasifikasi Sederhana;
 Gedung Satuan Penerbit
Administrasi SIM (SATPAS) Kota
Pontianak Tahun Anggaran 2016;
 Gedung Serba Guna Kelurahan
Dalam Bugis Tahun Anggaran
2016;
Dari analisa 3 bangunan di atas
dapat tarik kesimpulan bahwa rata-rata
upah dari bangunan di atas adalah
sebagai berikut:
 Model Bangunan HSBGN
memiliki perbandingan upah
terhadap nilai total adalah sebesar
28% atau 0,28;
 Bangunan Gedung Satuan Penerbit
Administrasi SIM (SATPAS) Kota
Pontianak memiliki perbandingan
upah terhadap nilai total adalah
sebesar 20% atau 0,20;
 Bangunan Gedung Serba Guna
Dalam Bugis memiliki
perbandingan upah terhadap nilai
total adalah sebesar 24% atau 0,24.
Dari nilai di atas, dapat di tarik
kesimpulan koefisien perbandingan
nilai terhadap upah adalah sebesar 0,24








produktifitas pada pekerjaan konstruksi
terkait dengan seberapa besar
perusahaan dalam menyediakan
pekerja dalam melaksanakan pekerjaan
dalam bentuk nilai upah.
4.3.1 Sertifikas Badan Usaha
Waktu dari tiap item pekerjaan
didapatkan dari penguraian koefisien di
kalikan dengan volume pekerjaan.




 Nilai Pekerjaan terhadap
Kualifikasi Perusahaan;Nilai
pekerjaan dari model bangunan
HSBGN adalahRp.
1.145.879.000,- dengan demikian
kualifikasi perusahaan yang di
persyaratkan minimal adalah K2
(Kecil 2) yaitu dapat melaksanakan
pekerjaan sampai dengan nilai Rp.
1.750.000.000,-.
 Kemampuan Keuangan;Kekayaan
bersih yang dimiliki oleh
perusahaan kualifikasi K2 adalah
mulai dari Rp. 200.000.000,-
sampai dengan Rp. 350.000.000,-.
 Kemampuan membayar tenaga
kerja;Jika diasumsikan
Kemampuan perusahaan adalah
minimal, berarti kekayaan bersih
bagi tiap tahun nya:
o Rp. 200.000.000,- / 365 hari =
Rp. 547.945,-
o Rata-rata gaji per hari =  Rp.
111.250,-
o Rp. 547.945,- / Rp. 111.250,- =
4,92
o Dibulatkan 5 orang per hari
Jika diasumsikan kemampuan
perusahaan adalah maksimal, berarti
kekayaan bersih di bagi hari tiap
tahunnya;
o Rp. 350.000.000,- / 365 hari =
Rp. 958.904,-
o Rata-rata gaji per hari =  Rp.
111.250,-
o Rp. 958.904,- / Rp. 111.250,- =
8,62
o Dibulatkan 9 orang per hari
Jika di ambil rata-rata
kemampuan perusahaan dalam
membayar tenaga kerja adalah sebagai
berikut:
 Perusahaan dengan kekayaan
bersih minimum adalah Rp.
547.945,-
 Perusahaan dengan kekayaan
bersih maksimum adalah Rp.
958.904,-
 Rata-rata perusahaan dalam
membayar tenaga kerja per hari
adalah = (Rp. 547.945,- + Rp.
958.904,-) / 2 = Rp. 753.425,-
Dengan demikian kemampuan
perusahaan membayar tenaga kerja per
hari, atau dapat disebut kemampuan




tambahkan pada permodelan rumus
adalahmanajemen konstruksi, dalam
hal ini dinamakan koefisien E.
Koefisien E mewakili penjadwalan
proyek dalam bentuk Bar Chart atau
Diagram Batang.
Penjadwalan proyek merupakan
salah satu elemen hasil perencanaan.
Yang dapat memberikan informasi
tentang jadwal rencana dan kemajuan
proyek dalam hal kinerja sumber daya
berupa biaya, tenaga kerja, peralatan
dan material serta rencana durasi
proyek dan progres waktu untuk
menyelesaikan proyek. Dalam proses
penjadwalan, penyusunan kegiatan dan
hubungan antar kegiatan dibuat lebih




waktu yang tersedia melaksanakan
masing-masing pekerjaan dalam rangka
menyelesaikan suatu proyek hinggah





perkembangan proyek dengan berbagai
permasalahannya. Proses monitoring
serta updating selalu dilakukan untuk
mendapatkan penjadwalan yang paling
realistis agar alokasi sumber daya dan
penetapan durasinya sesuai dengan
sasaran dan tujuan proyek.
Kompleksitas penjadwalan
proyek sangat dipengaruhi oleh faktor-
faktor berikut :
 Keterkaitan dengan proyek lain agar
terintegrasi dengan master schedule,
 Dana yang di perlukan dan dana
yang tersedia,
 Waktu yang di perlukan, waktu
yang tersedia, serta perkiraan waktu
yang hilang dan hari – hari libur,
 Susunan dan jumlah kegiatan
proyek serta keterkaitan di
antaranya,
 Kerja lembur dan pembagian shift
kerja untuk mempercepat proyek,
 Sumber daya yang di perlukan dan
sumber daya yang tersedia,
 Keahlian tenaga kerja dan kecepatan
mengerjakan tugas,
 Kompleksitas pekerjaan fisik.
Dengan demikian, permodelan
rumus dapat di gambarkan oleh
persamaan berikut:
Waktu = x Koefisien
Dimana:
Volume :Nilai Pekerjaan (Upah) ;
Produktifitas :Kemampuan
Perusahaan ;
Koefisien : Koefisien Efektifitas;
Dari data efektifitas yang telah
di analisis sebelumnya, dapatkan
efektifitas rata-rata adalah sebagai
berikut:
a. Efektifitas untuk Perusahan dengan
kekayaan bersih minimum:
 Model Bangunan HSBGN = 0,27;
 Bangunan Satuan Penerbit
Administrasi Sim (SATPAS) Kota
Pontianak = 0,22;
 Gedung Serba Guna Kelurahan
Dalam Bugis = 0,26;
 Efektifitas minimum = ( 0,27 + 0,22
+ 0,26 ) / 3 = 0,25.
b. Efektifitas untuk Perusahan dengan
kekayaan bersih maksimum:
 Model Bangunan HSBGN = 0,35;
 Bangunan Satuan Penerbit
Administrasi Sim (SATPAS) Kota
Pontianak = 0,40;
 Gedung Serba Guna Kelurahan
Dalam Bugis = 0,35;
 Efektifitas maksimum = ( 0,35 +
0,40 + 0,35 ) / 3 = 0,36.
Dari data diatas didapatkan
koefisien EfektifitasTotal rata-rata
adalah (0,25 + 0,37) / 2 = 0,31.
4.5 Rumus Penetapan Waktu
Pelaksanaan Pekerjaan
Setelah didapatkan Koefisien
Efektifitas, maka dengan demikian,
didapatkan permodelan rumus untuk
mendapatkan waktu pelaksanaan
adalah sebagai berikut:
D = x E
Dimana:
D : Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
N : Nilai Pekerjaan;
S : Kemampuan Perusahaan, adalah
untuk kualifikasi K2 adalah Rata-
Rata Rp. 753.425,- ;





pelaksanaan suatu pekerjaan fisik,
dapat dari penguraian koefisien pada
Analisa Harga Satuan Pekerjaan
(AHSP). Pada AHSP tersebut terdapat
faktor koefisien, yaitu faktor koefisien
upah, faktor koefisien bahan, dan
faktor koefisien peralatan.  Faktor
koefisien upah yang berpengaruh pada
waktu pelaksanaan suatu pekerjaan.
Dari hasil penelitian pada bab
sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan
bahwa untuk mendapatkan waktu
pelaksanaan dapat menggunakan
metode penguraian waktu pelaksanaan
maupun permodelan rumus yang telah
di teliti oleh penulis. Permodelan
rumus yang dihasilkan untuk waktu
ideal adalah sebagai berikut:
D = x E
Dimana:
D : Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
N : Nilai Pekerjaan;
S : Kemampuan Perusahaan, adalah
untuk kualifikasi K2 adalah Rp.
753.425,- ;
E : Efektifitas, adalah 0,25 s/d 0,37
(rata-rata 0,31).
5.2 Saran
Saran yang dapat penulis
sampaikan adalah sebagai berikut:
1. Memaksimalkan waktu pelaksanaan
agar tidak terdapat keterlambatan
yang berakibat terhambatnya
pembangunan infrastruktur,
2. Untuk kepada penyelenggara
bangunan gedung negara untuk
tidak lagi menggunakan intuisi
ataupun waktu yang tersisa dalam
menetapkan waktu pelaksanaan
konstruksi. Dikarenakan hal tersebut
dapat merugikan salah satu pihak.
3. Agar pihak penyelenggara
pembangunan bangunan gedung
negara mengikuti peraturan yang
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